
Sukses  Tangani  Inflasi,  Konawe
Utara  Terima Insentif  Fiskal  Rp.
9,7 Milyar
Kendari, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi
Sulawesi Tenggara dinilai sukses mengendalikan inflasi di daerahnya sehingga
Pemerintah  Pusat  melalui  Kementrian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia
mengumumkan bahwa daerah yang dipimpin Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU.,
ASEAN.  Eng  sebagai  bupati  itu  mendapatkan  Insentif  Fiskal  sebesar  Rp
9.769.785.000.

Pemberian insentif fiskal itu termuat dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan
Republik  Indonesia  Nomor  336  Tahun 2023  tentang  Rincian  Alokasi  Insentif
Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka
Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Kedua Menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pengumuman disampaikan oleh Kementrian Dalam Negeri  Republik Indonesia
saat melaksanakan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan melalui zoom meeting
bersama Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia. Senin (18/9/2023)

Dalam rapat  koordinasi  tersebut,  Menteri  Dalam Negeri  mengumumkan  ada
beberapa daerah yang dinilai  baik  dalam penanganan inflasi,  salah  satu  nya
Kabupaten Konawe Utara.

Dibawah  kepemimpinan  Dr.  Ir.  H.  Ruksamin,  ST.,  M.Si.,  IPU.,  ASEAN.  Eng,
Konawe Utara hadir dengan berbagai macam program diantaranya P2KP dan
Pasar Murah berhasil  mengintervensi harga bahan pangan di Konut sehingga
dapat terhindar dari inflasi.
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Rincian Penerima Insentif Fiskal seluruh Indonesia

H. Ruksamin selaku pimpinan tertinggi di Konawe Utara mengaku bangga dengan
capaian ini dan akan menjadikan pengahargaan ini sebagai pelecut untuk terus
berbuat  dalam  memberikan  pelayanan  terbaik  dalam  upaya  meningkatkan
kesejahteraan  bagi  masyarakat  Konawe  Utara.

“Penghargaan  ini  sebagai  pelecut  untuk  terus  berbuat  dalam  memberikan
pelayanan  terbaik  dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  Konawe  Utara,”  tegas
Bupati Konut dua periode itu.

Untuk  diketahui,  Konawe  Utara  merupakan  1  dari  30  Kabupaten  Kota  dari
seluruh Indonesia yang menerima Insentif Fiskal dari Kemetrian Keuangan. (S)

Pemkab  Buton  Gelar  Konsultasi
RDTR  dan  KLHS  Kecamatan
Lasalimu
Kendari,  SultraNET.  |  Pemerintah  Kabupaten  Buton,  Provinsi  Sulawesi
Tenggara menggelar Konsultasi Publik Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan
Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) RDTR Kecamatan Lasalimu Kabupaten
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Buton.

Asisten  Administrasi  Umum  Sekda  Kabupaten  Buton,  Drs.  La  Ode  Muhidin
Mahmud ketika mewakili Pj. Bupati Buton saat menghadiri Kegiatan Konsultasi
Publik Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan hidup Strategis
(KLHS) RDTR Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton mengatakan pelaksanaan
konsultasi  publik  merupakan  rangkaian  tahapan  yang  dilaksanakan  dalam
penyusunan sebelum perumusan rancangan akhir  dokumen RDTR dan KLHS.
Kamis 14 September 2023.

Kegiatan  konsultasi  publik  1  rencana  detail  tata  ruang  (RDTR)  dan  kajian
lingkungan hidup strategis (KLHS) saat ini adalah rangkaian lanjutan kegiatan
penandatanganan  pakta  integritas  kegiatan  bantuan  teknis  pelaksanaan
penyusunan RDTR melalui anggaran pendapatan dan belanja tambahan bagian
anggaran bendahara umum negara (  APBT BA BUN) tahun 2023 pada bulan
Agustus lalu.

Selain itu telah di adakan FGD pertama tentang penyepakatan delineasi wilayah
perencanaan dan penjaringan isu pembangunan berkelanjutan RDTR kecamatan
Lasalimu Selatan.

“Buton adalah salah satu daerah yang menjadi prioritas perhatian pemerintah
pusat  karena  memiliki  banyak  potensi  diantaranya  kelautan,  perikanan,
perkebunan, dan pariwisata serta aspal alam terbesar di dunia,” ungkap Asisten
III.

Lebih lanjut dikatakan ketersediaan dokumen rencana detail tata ruang (RDTR)
sangat  bermanfaat  untuk  mendukung kepastian  investasi  dalam pemanfaatan
ruang di  Kabupaten Buton dan akan sangat  membantu percepatan perizinan
dengan tersedianya dokumen RDTR yang terintegrasi  ke dalam sistem online
single submission (OSS).

Asisten  III  berharap  pada  acara  konsultasi  publik  ini  menjadi  wadah  untuk
menjaring aspirasi  dan masukan dari  seluruh pemangku  kepentingan dalam
rangka  penyempurnaan  RDTR dan  kajian  lingkungan  hidup  strategis  (KLHS)
RDTR Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton.

Sementara itu, Reny Windyawati,  S.T.,  M.Sc. Direktur Bina Perencanaan Tata
Ruang Daerah Wilayah II tampil sebagai pembicara. “Rencana Detail Tata Ruang



yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata
ruang  wilayah  kabupaten/kota  yang  dilengkapi  dengan  peraturan  zonasi
kabupaten/kota,”  katanya.

Turut  hadir  dalam acara  ini,  Direktur  Bina  Perencanaan Tata  Ruang daerah
wilayah II, Kepala OPD lingkup terkait, Camat, Lurah, Kepala Desa, Dan Peserta
lainnya.


